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RINGKASAN

Hukum acara perdata mengatur cara pengajuan surat gugatan kepada
pengadilan oleh seseorang yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. Surat
gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum tergugat
tinggal. Apabila semua persyaratan dipenuhi, maka hakim menentukan hari sidang
dan memanggil para pihak yang bersengketa. Dalam persidangan ada tiga tahap
pemeriksaan yaitu pemeriksaan identitas para pihak yang bersengketa,
pemeriksaan alat-alat bukti, dan pemeriksaan terakhir yaitu putusan vyang
dyyatubkan hakim. Ada dua macam putusan yaitu putusan akhir dan putusan sela.
Termasuk putusan sela adalah penetapan conservatoir beslag (sita jaminan).
Adakalanya penetapan tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain yang tidak
ikut berperkara, karena itu pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan
bantahan kepada pengadilan untuk membuktikan bahwa haik-hak dan
kepentingannya telah dirugikan dengan adanya penetapan sita jaminan tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul :
LEMBAGA CONSERVATOIR BESLAG (SITA JAMINAN) DALAM
PERKARA PERDATA DAN BANTAHAN PIHAK KETIGA YANG
TANAHNYA IKUT DILETAKKAN DI BAWAH CONSERVATOIR
BESLAG (Studi Kasus Putusan MA.RI N0‘2769 Klfdﬂlm tanggal 24 M
1996). :

Masalah y

dipakai pihak ketiga wntuk ¢
conservatoir beslag kepada pen 1, ba ara mer
bantahan terhadup comrvatorr beslag kepada pen

pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No.2769
K/Pdt/1995 tentang bantahan pihak ketiga yang tanahnya ikut diletakkan di bawah

conservatoir beslag.

Dalam pengumpulan sumber bahan hukum penulis menggunakan bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder
yaitu wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jember.
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Pihak ketiga yang bukan merupakan pihak yang berperkara dapat
mengajukan gugatan bantahan terhadap peletakan conservatoir beslag kepada
pengadilan apabila putusan yang dijatuhkan hakim yang menyatakan pihak ketiga
memibliki hak atas tanah yang diletakkan dibawah conservatoir beslag tersebut
tidak dilaksanakan oleh penggugat. Tatacara mengajukan gugatan bantahan pada
dasarnya sama dengan prosedur acara biasa, mulai dari pengajuan surat gugatan
sampal pemeriksaan alat-alat bukti hingga putusan akhir dijatuhkan. Mengenai
putusan yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan
gugatan pembantah dengan mengangkat sita jaminan atas tanahnya berdasarkan
pertimbangan hukum bahwa pembantah bukan pihak dalam perkara yang
menyebabkan terjadinya sita jaminan tersebut dan pembantah dapat membuktikan
bahwa tanah yang disita sebagian adalah miliknya dengan alat bukti sertifikat.
Penulis sependapat dengan putusan hakim Mahkamah Agung karena
pertimbangan hukum yang diambil berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh
pihak pembantah yang memiliki nilai pembuktian sempurna sehingga gugatannya
dikabulkan hakim..

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gugatan bantahan
terhadap conservatoir beslag dapat diajukan oleh pihak ketiga kepada pengadilan

bukti-bukti yang &myﬁ plhak ketlga bempa sertﬁkat yﬁtg mempuuym nilai
pembuktian sempurna.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah hendaknya hakim dalam
menjatuhkan suatu putusan terlebih dahulu mempelajari pokok perkaranya secara

teliti agar putusahnya nanti tidak merugikan pihak lain dan bagi pihak ketiga yang
hendak mengajukan gugatan bantahan hendaknya memiliki bukti-bukti yang kuat
agar gugatannya dikabulkan oleh hakim.

X1V
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BAB I -
PENDAHUL
{

1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk hidup
bersama (bermasyarakat) dengan manusia lainnya dan saling menjalin hubungan.
Dalam hidup bermasyarakat, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan yang
berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila kepentingan mereka itu
saling bertentangan maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu sengketa. Agar
tidak terjadi pertentangan yang dapat menimbulkan sengketa diantara masing-
masing individu dalam kehidupan bermasyarakat, maka dibuatlah suatu
ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang fungsinya sebagai kontrol atau
pengendall masing-masing individu atau masyarakat dalam berperilaku dalam
kehidupan sehari-hari agar tidak melakukan perbuatan—perbuatan yang dapat
menimbulkan perselisihan atau pertentangan dan berujung pada sengketa. Untuk
itulah dalam kehidupan bermasyarakat perlu dibuat suatu tata tertib dengan
membuat norma-norma atau kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap
orang. e | |
Kandah—kmdah ymg berlaku dalam kehxdupan ba‘masyarakat antara lain
| - : kmmMumdu»%

Berbeda halnya m kaidah T : 1
yang lebih lengkap daripada kaidah-kaidah yang lain. K&idah hukum dfbuat secara
tertulis sehingga sifatnya memaksa dan mengikat semua orang, oleh karena itu
semua individu wajib mematuhi kaidah hukum yang berlaku karena ada sanksi
yang tegas bagl mereka yang melanggar kaidah hukum tersebut. Tujuan dari

dibentuknya kaidah hukum ini adalah agar setiap orang berlaku sebagalmana yang

diharuskan oleh hukum sehingga kepentingan semua anggota masyarakat akan
terjaga dan dilindungi.
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Dalam hal ini yang dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materil.
Pelaksanaan dari hukum perdata materiil dapat berlangsung secara diam-diam
diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi.
Akan tetapi jika hukum perdata materiil ini dilanggar sehingga ada pihak yang
dirugikan dan terjadi gangguan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat,
maka hukum ini harus ditegakkan (Mertokusumo, 1993:1 ).

Untuk melaksanakan hukum perdata materiil terutama dalam hal ada
pelanggaran atau ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan
hukum lain disamping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah

yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata. Hukum acara

perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan
dan mempcnalmkan atau menegakkan hukum perdﬁamll Lehnh konlmmW

meny:damgam pakara tersebut h K .
penentuan dimulainya hari -persidangan. mdm limulailah persidangs
dengan dihadiri pihak-pihak yang bersengketa yaitu pM penggugat dan plh&
tergugat.

Ketika persidangan berlangsung maka ada tiga tahap pemeriksaan yang
harus dilalui yaitu pemeriksaan awal berupa pemeriksaan identitas para pihak
yang bersengketa, fundamentum petendi atau dalil yang digunakan dalam
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mengajukan gugatan, serta petitum atau tuntutan. Pemeriksaan tahap kedua
berkaitan dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat
maupun oleh tergugat. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan akhir berupa
kesimpulan untuk menetapkan suatu putusan yang diambil oleh majelis hakim.
Dalam praktek ada dua macam putusan yaitu putusan akhir setelah dilakukan
pemeriksaan alat-alat bukti, dan putusan sela selama persidangan masih
berlangsung. Salah satu putusan hakim dalam perkara perdata yang merupakan
putusan sela adalah penetapan conservaloir beslag (sita jaminan).

Adakalanya permohonan conservatoir beslag yang diajukan oleh
penggugat dan dikabulkan oleh majelis hakim tersebut menimbulkan kerugian
bagi pihak lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan sengketa yang terjadi
antara pihak penggugat dan tergugat, dengan kata lain pihak ketiga ini bukan
merupakan pihak dalam perkara tersebut. Hal ini dikarenakan benda milix pthak
ketiga ini baik berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak ikut disita oleh
pengadilan. Untuk itulah pahak ketiga ini dapat mengajakan keberatan atau

' ukti y&ﬁg dapat
ng disita oleh

1.2 Ru.&.m Permasala
Untuk menghindari k si al
ruang lingkup yang akan dibahas addah ‘materi hm acara pﬁM‘khususnya
tentang pengertian pihak ketiga dalam perkara conservatoir beslag serta tatacara

pihak ketiga dalam mengajukan gugatan bantahan terhadap conservatoir beslag
kepada pengadilan.
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Apakah alasan yang dipakai pihak ketiga untuk dapat mengajukan gugatan
bantahan terhadap conservatoir beslag kepada pengadilan?

2. Bagaimana tatacara mengajukan gugatan bantahan terhadap conservatoir
beslag kepada pengadilan?

3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memutus
perkara Nomor 2769 K/Pdt/1995 tentang bantahan pihak ketiga yang
tanahnya ikut diletakkan dibawah conservatoir beslag?

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan yang h dakﬁmpal dalam

R AR
N s

e

menjadi dua ma

beslag kepada pengadilan.
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2. Untuk mengetahui dan mengkaji tatacara pihak ketiga dalam mengajukan
gugatan bantahan karena tanahnya ikut diletakkan dibawah conservatoir
heslag kepada pengadilan.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hukum Hakim Mahkamah
Agung dalam memutus perkara No.2769 K/Pdt/1995 tentang gugatan
bantahan pihak ketiga yang tanahnya ikut dibawah conservatoir beslag.

1.5 Metodologi

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat
ilmiah agar penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar.
Dalam penulisan skripsi ini suatu metode penulisan diperlukan untuk menemukan,
mengembangkan, menguji dan menjaiankan prosedur yang benar serta dapat
dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga dapat menghasilkan penulisan

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum vyang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum tertulis yang diperoleh dengan
melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, majalah, serta berbagai
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peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas.
1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Selain bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum
sekunder yaitu bahan hukum tidak tertulis yang diperoleh dengan cara konsultasi,
wawancara atau informasi tentang masalah yang akan dibahas dengan narasumber
yang berkompeten dan memahami seluk-beluk permasalahan yang dibahas dalam
skripsi ini.
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan bahan hukum untuk
mendapatkm bahan hukum pnmer dengan mempeiqan hteratur menelusun

menggunakan metode barfikir deduktif yaitu suatu metode analisis yang dimulai
dari permasalahan yang bersifat umum untuk menuju permasalahan yang bersifat
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khusus sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan penulisan skripsi
ini (Soemitro, 1990:98).

AN e S S ER e
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FAKTA, DASAR HUKUM DAN TANDASAN TPORt————eee |

2.1 Fakta
Dalam perkara perdata No.224/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel., PT. Acme Djakarta
Enterprise Co.Ltd (PT.ADE) menggugat :
I. In Tong Djoe sebagai tergugat I,
2. King Yuwono sebagai tergugat 11,
3. Pemda DKI Jaya c¢q. Gubernur Kepala Daerah sebagai tergugat 111,
4. Kantor Pertanahan Nasional Jakarta Selatan sebagai tergugat [V, dan
5. PT. Villa Desta sebagai tergugat V.
Penggugat (PT.ADE) menggugat Tergugat | (In Tong Djoe) karena telah
melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan transaksi jual beli tanah
sehias :t63 ]6&m2 d] Kﬁnmhm Lebak Bulus Ko: ‘Cilandak, J&aﬂa@Sdatan

— 1? ober1992 aduinh 4
Deniimtany G tervsbt F- s KT

dirugikan karena tanah yang dlsna dan kemudian dinyatakan sah milik PT. Acme

Djakarta Enterprise selaku penggugat seluas £63.168 m2, sebagian adalah milik -

PT.Tunas Kwarta Cipta seluas 38.444 m2. Selain itu, PT. Tunas Kwarta Cipta

bukan merupakan salah satu pihak dalam perkara tersebut. PT. Tunas Kwarta
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Cipta kemudian mengajukan gugatan bantahan di Pengadilan Neger1 Jakarta
Selatan Reg. No.340/Pdt/BTH/1992 terhadap para terbantah vaitu :

1. PT. Acme Djakarta Enterprise Co.Ltd sebagai terbantah I.

In Tong Djoe sebagai terbantah II,

King Yuwono sebagai terbantah III,

- S

Pemda DKI Jaya cq. Gubernur Kepaia Daerah sebagai terbantah IV,

BPN cq. Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Nasional
Jakarta Selatan sebagai terbantah V, dan

6. PT. Villa Desta sebagai terbantah V1.

}Jv

Pembantah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai
berikut :

Dalam Provisi :
Menyatakan batal Penetapan Sita  Jaminan NQ,ZZQ/Pdt G/1997/PN Jkt.Sel.

pada pokoknya sebagai bkt : | | d
1). Terbantah I menyangkal dalil Pembantah bahwa tanah tersita adalah mﬂiknya,
: sedangkan Terbantah 11 s/d Terbantah VI tidak menyangkal. Dalam surat
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bantahannya Pembantah menyatakan bahwa Pembantah (PT. Tunas Kwarta
Cipta) bukan pihak dalam perkara No. 224/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel.. karena itu

bantahan Pembantah merupakan bantahan pihak ketiga terhadap sita jaminan.

- HIR hanya mengatur bantahan pihak ketiga terhadap eksekusi (Pasal 208 HIR)

dan tidak mengatur bantahan pihak ketiga terhadap sita jaminan, akan tetapi
karena dalam praktek banyak perkara bantahan pihak ketiga terhadap sita
jaminan yang diajukan kepada pengadilan, maka telah cukup alasan bagi
hakim Pengadilan Negeri untuk mengijinkan pihak ketiga mengajukan
bantahan terhadap sita jaminan asalkan benar-benar mempunyai hak dan
kepentingan serta mampu membuktikannya.

Mengenai obyek bantahan, diperoleh fakta bahwa benar, tanah seluas +38.444
m2 di Lebak Bulus yang diatasnya telah diletakkan sita jaminan adalah milik
Pembantah. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 73.305 m2 ber
sertifikat dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Pembantah.
sedangkan alat-alat bukti yang diajukan Terbantah I berupa peta lokasi tanah,
tanda bukti pembayaran IPEDA, dan akta dibawah tangan yang nila
pembuktiannya dibawah sertifikat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  diatas, maka majelis hakim

memutuskan:
2. Menyatakan Pe
3. Menyatakan

merupakan bagian dari tan 73305 m2 wmﬁkat e
No.1500/Lebak Bulus atas nama Pemﬁantah

Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas tanah sengketa
serta mengangkat sitaan tersebut.

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dan menolak bantahan
selebihnya. '

Terbantah I menyatakan banding terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan. Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini

memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

. " = = . 11
Digital Repository Universitas Jember

1.) Dalam perkara No.224/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel., hakim menyatakan bahwa
Terbantah II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan
transaksi jual beli tanah sengketa dan Terbantah I dinyatakan sebagai pembeli
yang sah atas tanah tersebut.

2.) Hakim Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim
Pengadilan Negeri Jakrta Selatan yang menyatakan bahwa Pembantah bukan
pihak dalam perkara no.224/Pdt.G/1992/PN.Jjkt.Sel. Pembantah sebagai suatu
perusahaan, dalam melakukan suatu perbuatan sepatutnya diwakili
direkturnya, yaitu Terbantah II. Oleh karena itu sudah benar jika Pembantah
digugat melalui Terbantah I1. Ini berarti Pembantah termasuk salah satu pihak
dalam perkaia tersebut.

Hakim Pengadilan Tinggi akhimya membatalkan putusan Hakim Pengadilan

Neger Jakarta Selatan dan mengadili sendin dengan amar: .,
1. Menyatakan Pembantah adalah pembantah yang tidak baik dan tidak benar. A i

tersebut sehingga tidak boleh dihukum dan disita harta kdcayaalmya
3). Tanah yang disita dalam perkara No.224/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel., sebagian
adalah milik Pembantah seluas +38.444 m2 bersertifikat HGB No.1500/Lebak
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Bulus atas nama Pembantah, sedangkan Pembantah bukan pihak dalam

perkara tersebut. Jadi tanah tersebut tidak boleh disita oleh pengadilan.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara tersebut membenarkan
keberatan-keberatan yang diajukan Pembantah. Berdasarkan pertimbangan
tersebut telah cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan
permohonan kasasi Pembantah, menolak putusan Pengadilan Tinggi dan
mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar:

.  Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;

2. Menyatakan pembantah adalah Pembantah yang baik dan benar.

3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah atas tanah seluas +38 444 m2
yang tercantum dalam Berita Acara Sita Jaminan perkara
10.224/Pdt.G/1992/PN Jkt Sel., yang merupakan bagian dari tanah seluas

73305 m2 dengan sertifikat HGB No.1500/Lebak Bulus Rins nasis b :
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3. Pasal 197 ayat (5)

Panitera itu atau orang yang ditunjukkan sebagai penggantinya membuat berita
acara tentang pekerjaannya, dan kepada orang yang disita barangnya itu
diberitahukan maksudnya kalau 1a hadir.

4. Pasal 197 ayat (6)

Diwaktu melakukan penyitaan itu ia dibantu oleh dua orang saksi yang namanya,
pekerjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam pemberitaan acara, dan
mereka turut menandatangani surat asli pemberitaan acara itu dan salinannya.

5. Pasal 198 ayat (1)

Jika disita barang yang tetap, maka surat pemberitaan acara penyitaan itu
diumumkan, walaupun barang tetap itu sudah atau belum dibukukan menurut
ordonansi tentang membukukan hipotik atas barang itu di Indonesia
(Stb.1834 No.27) dengan menyalin pemberitaan acara itu di dalam daftar
yang tersebut dalam pasal 50 dari aturan tentang menjalankan undang-undang
baru (Stb.1848 No.10); dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi yang
tersebut diatas ini, dengan menyalin pemberitaan acara itu dalam daftar yang
disediakan untuk maksud itu dengan menyebut jam, hari, bulan, dan tahun itu
harus disebut oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya.

6. Pasal 198 ayat (2)
Lain dari itu orang yang disuruh menyita barang itu, memberi perintah kepada
kepala desa supaya hal penyitaan barang itu diumumkan ditempat itu menurut

cara yang dibiasakan, sehmgga chketahm seluas-luasnya ,
7. Pasal 199 ayat (1)
Tahmmg mulai

yam Exsxta bmngm‘ L it
8. Pasal 227 ayat (I) '

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi
belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang
mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan
atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan
maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat
permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat
memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang
memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan
menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk
memajukan dan menguatkan gugatannya.
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b. Rv (Reglement op de Bugerlijke Rechtsvordering)
1. Pasal 378

Pihak ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, dapat

mengajukan perlawanan kepada hakim yang menjatuhkan putusan tersebut.
2. Pasat 379

Perlawanan tersebut dapat diajukan kepada hakim pengadilan negeri didaerah
hukum tempat putusan yang merugikannya itu dikeluarkan dengan prosedur

acara biasa.
3. Pasal 388

Apabila perlawanan pihak ketiga tersebut dikabulkan oleh hakim yang
menjatuhkan putusan yang dilawan itu, maka putusan tersebut diperbaiki
sepanjang merugikan pihak ketiga, |

L

meminta putusan dari hakim, melainkan meminta atau memohon ketetapan dari
hakim tentang status sesuatu hal, schingga mendapat kepastian hukum yang wajib

diakui dan dihormati oleh semua orang. Perkara perdaia yang tidak mengandung
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sengketa atau disebut permohonan antara lain permohonan pengangkatan anak,
permohonan menjadi wali, permohonan ahli waris agar hakim menetapkan bagian
masing-masing dari warisan yang diterima oleh mereka, pemohon agar ditetapkan
menjadi ahli waris yang sah.

Perkara perdata yang mengandung sengketa disebut gugatan. Surat
gugatan diajukan oieh seseorang atau lebih kepada pengadilan karena merasa
haknya dirugikan atau dilanggar orang lain, akan tetapi orang vang melanggar
haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Sebelum
gugatan diajukan kepada pengadilan, para pihak yang bersengketa seharusnya
mengadakan musyawarah untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih baik
daripada diselesaikan melalui pengadilan. Apabila dalam musyawarah tersebut
para pthak yang bersengketa tidak menemukan kata mufakat, maka salah satu
pthak dapat mengajukan surat gugatan kepada pengadilan agar mendapat putusan
dar1 hakim mengenai sengketa vang terjadi diantara para pihak yang bersengketa
tersebut. Untuk itu, perlu adanva suatu putusan hakim untuk menentukan siapa
yang benar dan berhak atas sesuatu yang disengketakan tersebut. Disini hakim
benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus pihak yang
benar dan yang tidak benar, misalnya dalam kasus gugatan bantahan pihak ketiga
yaitu PT. Tunas Kwarta Cipta yang tanahnya ikut diletakkan di bawah
| ml’%@nlm ﬂdamveﬂcara Mo/
Sl padahal PT.Tunas Kwarta Cipta ter y

gieriiesd

conservatoir bestag oleh Pen:

2.3.2 Macam Alat-alat Bukti Dalam Perkara Perdata

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah
menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada
atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat

menginginkan surat gugatannya diterima oleh pengadilan negeri.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatannya harus dibuktikan
kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya
oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu
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pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa

perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara

akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau pihak

tergugat. Pasal terpenting dalam peraturan pokok yang mengatur tentang beban

pembuktian adalah Pasal 163 HIR dar Pasal 283 Rbg dan/atau Pasal 1865 KUH

Perdata yang berbunyi: “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang

mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk

menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu’”.
Menurut sistem HIR. dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti

yang sah. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan

alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Ada lima jenis alat-alat

bukti dalam acara perdata yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284

Rbg dan/atau Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu (Sutantio dan Oeripkartawinata,

2002: 61):

1). Alat bukti surat

2). Alat bukti saksi

3). Alat bukti persangkaan

4). Alat bukti pengakuan

5). Alat bukti sumpah

1. Alat Bukti Surat co L ‘8
atur dajaun Pasal msm Iw HIR, Pasal 285-305 Rbg, dan
Stb. 1867 No.29. Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan wotuk
menyatakan pikiran seseorang scbagai alat bukti (Muhammad, 2000:119).
Menurut bentuknya, surat sebagai alat bukti tertulis diklasifikasikan menjadi dua
jenis, yaitu akta dan bukan akta (surat biasa). Akta sendiri diklasifikasikan lagi

menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.
a). Akta otentik ﬂ

Menurut ketentuan pasal 165 HIR, akta otentik adalah akta yang dibuat
oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sebagai bukti yang

lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak
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darinya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan bahkan tentang apa
yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan saja, sepanjang langsung
mengenai pokok dalam akta tersebut. Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk membuat akta otentik antara lain adalah notaris, pegawai catatan
sipil, panitera pengadilan, jurusita. Contoh akta otentik antara lain sertifikat atau
akta jual-beli tanah, akta perkawinan.

Akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk membuatnya mempunyai kekuatan bukti
sempurna bagi pihak-pihak, ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya,
namun masih bisa dilumpuhkan oleh pembuktian lawan. Terhadap pihak ketiga
akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas, artinya penilaiannya diserahkan
kepada kebijaksanaan hakim. Pada setiap akta otentik dikenal tiga macam
kekuatan bukti, yaitu (Muhammad, 2000:120):

1. Kekuatan bukti lahir, berkenaan dengan syarat-syarat formal suatu akta otentik
dipenuhi atau tidak. Bila syarat-syarat formal dipenuhi, maka bentuk yang
tampak dari luar secara lahiriah sebagai akta otentik harus dianggap sebagai
akta otentik, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.
Kekuatan bukti formal, berkenaan dengan soal kebenaran peristiwa yang
disebutkan dalam aki:a mnk Artmya pqm ém pm-plhak yang
berkepentingan men ‘ i disebt
otentik dan beng
mmgbm hen
N Kdmatan buktl mﬁma‘!é berk
Artinya, benar Mwa yang tercanm dalam akta%tm”& scpem nmut
kenyataannya. Bila ada yang meragukan kebenaran isi akra otentik maka dapat
meminta kepada hakim untuk meneliti kebenarannya.

[

b). Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian
dan ditandatangani oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang
berwenang untuk membuatnya. Artinya akta tersebut tidak dibuat oleh atau
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dihadapan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat
akta tersebut, melainkan dibuat sendiri oleh pihak yang berkepentingan dengan
tujuan untuk dijadikan alat bukti. Akta dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIR,
tetapi diatur dalam Stb.1867 No.29 untuk Jawa dan Madura, dan Pasal 286-305
Rbg untuk luar Jawa dan Madura.

Menurut Pasal 1b Stb.1867 No.29, akta dibawah tangan mempunyai
kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, apabila diakui oleh orang
yang bersangkutan. Bagi pihak terhadap siapa akta dibawah tangan ini digunakan
diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tulisan atau tanda tangannya.

Perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangan berdasarkan uraian diatas
terletak pada pembuatan akta dan pengakuannya, dimana akta otentik dibuat oleh
dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga akta otentik tidak
memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan
pembuktian, sedangkan akta dibawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak yang
berkepentingan tanpa bantuan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk membuatmya sehingga akta dibawah tangan mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna hanya jika diakui oleh pihak yang bersangkutan. Terhadap
pihak ketiga, akta dibawah i&ngan sepeﬁi juga akta otentik, yaitﬁ maupakan suatu
bukt: bebas (Soepomo 2002 73).
¢). Bukan akta (surat bi '

-\ Suatu surat
tangannya. Baik HIR
dari surat-surat yang bnkan kt:
mempunyai nilai vemﬁmn v |
pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Contoh surat bukan akta
antara lain surat-surat daftar (register), telegram, catatan-catatan.
2. Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 168-172 HIR, 306-309 RBg. Dalam
pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu saksi karena
menurut ketentuan Pasal 169 HIR, keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti

lain tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup dan tidak boleh dianggap
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sempurna oleh hakim. Hal ini sesuai dengan asas “unus testis nullus testis” yang
artinya satu saksi bukan saksi.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan
tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan
dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil
dipersidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa
yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan
yang diperoleh secara berpikir atau timbul dart akal tidak dianggap sebagai suatu
kesaksian (Pasal 171 ayat (2) HIR). Selain itu, seorang saksi tidak boleh
memberikan kesaksian palsu dipersidangan. Jika hal itu terjadi, ketua majelis
hakim memperingatkan saksi atas sumpah yang diucapkannya dengan
menasehatinya agar berbicara yang sebenarnya dan memberikan hukuman apabila
dia tetap memberikan kesaksian palsu dengan menahannya sementara dan perkara
pidana tentang sumpah palsu itu diteruskan ke kejaksaan. Hal ini dapat menunda

pemeriksaan perkara yang bersangkutan sampai selesai pemeriksaan saksi oleh

pihak kejaksaan.
Pada asasnya setmp orang yang bukan salah satu pxhak yang berperkara
dapat dxdengar sebagal saksi dan 8pabﬂa telah dlpanggﬂ oleh pcagadnlan wajib

sedarah maupun hubungm kamna perkawinan mgg& d’ﬂ:hawamkm ketemngm
yang diberikan tidak obyektif, juga untuk memelihara hubungan keluarga yang
baik antara mereka dan mencegah kemungkinan timbulnya perselisihan di
kemudian hari seandainya keterangan itu memberatkan pihak keluarga yang
berperkera. Mereka yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah kehiarga
sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu
pihak, dan suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai.
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Dikatakan tidak mampu relatif karena menurut undang-undang mereka tidak
dapat didengar sebagai saksi berhubung syarat-syarat tertentu belum dipenuhi atau
karena suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat didengar sebagai saksi.
Termasuk golongan ini adalah anak yang belum mencapai umur 15 (lima belas)
tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya normal. Mereka imi
boleh didengar, tetapi tidak sebagai saksi. Keterangan mereka dapat digunakan
sebagai petunjuk ke arah peristiwa yang dapat dibuktikan selanjutnya dengan alat
bukti biasa dan tidak disumpah.

b). Hak untuk mengundurkan diri dani kewajiban memberi kesaksian. Ada

beberapa orang tertentu atas permintaannya dapat dibebaskan dari saksi, yaitu:

(1). Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan
suami atau istri salah satu pihak.

(2). Keluarga sedarah menumit keturunan lurus dari saudara laki-laki dan

perempuan warm atm istri salah satu pihak.
(3). Semua orang vya arel
diwajibkan
d:bema!mk -
sah ﬁu. |

telah dlangm tetbukt: atau pensflwa yang dikenal, km suatu pensuwa yang
belum terbukti. Kesimpulan ini diterik oleh hakim atau undang-undang.
Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR dan Pasai 310 Rbg, dan Pasal 1915
KUH Perdata.
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Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas.
Hakim mempunyai wewenang untuk menilai kekuatan bukti yang akan diberikan
kepada persangkaan hakim tersebut, dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan
sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apapun
juga. Wirjono Prodjodikoro (Muhammad, 2000:131) juga berkesimpulan bahwa
~ persangkaan itu bukanlah alat bukti. Menurut beliau, yang dijadikan alat bukti itu
sebenarnya alat bukti lain, seperti alat bukti surat, alat bukti saksi, pengakuan
suatu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang dan nyata.
4. Alat Bukti Pengakuan

Pembuktian dengan pengakuan diatur dalam Pasal 174-176 HIR. Menurut
Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan
mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan
baik diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan
untuk itu. Ini berarti apabila tergugat telah mengakui tuntutan penggugat, maka
pengakuan itu membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut, dan

majelis hakim harus mengabulkan tuntutan Penggugat. Sebaliknya dalam Pasal
175 HIR, diatur perihal pengakuan yang dilakukan diluar sidang pengadilan yang
kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan
kata lain merupakm keimm m bebﬂs

sudah diberikan tidak damt dltank kembali. Dalam pﬂktmya, dapat ndaknya
pengakuan ditarik kembali terserah kepada penilaian majelis hakim yang
menyelesaikan perkara.

Dalam Pasal 176 HIR, setiap pengakuan harus diterima seluruhnya dan
hakim tidak berwenang menerima sebagian saja dan menolak sebagian lainnya,

kecuali bagi orang yang berhutang dengan maksud akan membebaskan dirinya,

menyebutkan peristiwa yang terbukti tidak benar. Pengakuan yang dimaksud
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dalam pasal ini adalah pengakuan Tergugat yang ditambah dengan keterangan
yang bersifat menyangkal, yang bertujuan untuk melumpuhkan gugatan
Penggugat. Pada hakekatnya Pasal 176 HIR tersebut mengatur tentang beban
pembuktian dimana suatu pengakuan harus diterima bulat oleh hakim dan tidak
boleh dipisah-pisahkan (onsplitbaar).
5. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 dan Pasal 177 HIR, tetapi
pasal tersebut tidak mengatur pengertian sumpah. Menurut Kamus Umum Bahasa
Indonesia Poerwadarminta (Muhammad, 2000:137), sumpah adalah pernyataan
yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu
yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar. Pada
hakekatnya, sumpah merupakan tindakan vang bersifat religius yang digunakan
dalam peradilan.

Adgttmec "““"P“ yaitu sumpah untuk hmamn melakukan atau
tidak melakukan sesua no :

Pasal 156 HIR mengatur tentang sumpah pemutus Apabila tidak ada
keterangan atau alat bukti lain sama sekali untuk meneguhkan tuntutannya, salah
satu pihak dapat meminta kepada lawannya untuk bersumpah dimuka persidangan
agar dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan, asalkan sumpah itu harus
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mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah.
Akibat hukum sumpah pemutus adalah perbuatan yang dimintakan sumpah itu
merupakan bukti yang menentukan.

Sumpah promissoir merupakan kebalikan dari sumpah confirmatoir yang
dapat diwakilkan kepada pihak lain. Sumpah ini harus diucapkan sendiri oleh
pihak yang akan dimintai keterangan itu karena merupakan sumpah prosesual,
artinya sebelum seseorang dimintai keterangan dipersidangan mengenai suatu
peristiwa, dia harus disumpah lebih dahulu. Keharusan ini adalah perintah
undang-undang yang diatur dalam Pasal 147 HIR. Sumpah ini pada umumnya
menyangkut agama atau kepercayaan yang dianut oleh pihak yang bersangkutan,
karena 1tu sumpah harus diucapkan menurut agama dan kepercayaannya itu.

Misalnya bagi pemeluk agama [slam, juru sumpah menempatkan Kitab Alquran

diatas kepala yang mengucapkan sumpah.

Pada hakekatnya, sita jaminan merupakan perintah perampasan atas harta
sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan

pengadilan dalam surat penetapan berdasar permohonan tergugat. Penyitaan
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dilakukan oleh panitera Pengadilan Negeri, yang wajib membuat berita acara
tentang pekerjaannya itu serta memberitahukan isinya kepada tersita kalau 1a
hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu panitera dibantu oleh dua orang saksi
yang ikut serta menanda tangani berita acara sita jaminan (Pasal 197 ayat (2), (5),
dan (6) HIR).

Hak milik atas barang sitaan yang dirampas atas perintah hakim masih
tetap berada di tangan tergugat sampai putusan dieksekusi. Perampasan atas harta
tergugat tersebut bisa bersifat permanen atau bersifat temporer. Sita jaminan
bersifat permanen jika penyitaan tersebut dilanjutkan dengan perintah penyerahan
kepada penggugat apabila gugatannya dikabulkan berdasar putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Sita jaminan bersifat temporer jika hakim
memerintahkan pengangkatan sita apabila gugatan penggugat ditolak. Tujuan sita
jaminan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau mengalihkan atau menjual
barangnya kepada pihak lain/pthak ketiga.

Ada dua macam sita jaminan (Mertokusumo, 1993:67), yaitu sita jaminan
atas barang milik tergugat yang disebut corservatoir besiag’ dan sita jaminan
terhadap barang miliknya sendiri (penggugat) yang dlkuasm tergugat. Sita yang
kedua i terdirt dan dua macam, yaitu revmdicato:r bewg dan sata’mantal
1. Conservatoir Beslag

nmni. nienjunm dapat dilaksanak
milik wgmgat yang disita guna n

dialihkan atau dijual. Penyitaan ini hanya dapat ta]adl berdasarkan permtah Ketua
Pengadilan Negeri atas permintaan penggugat. Dalam prakteknya permohonan
sita jaminan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara dan bukan kepada
Ketua Pengadilan negeri karena sita jaminan pada hakekatnya sudah menilai
pokok sengketa dan hakim yang memeriksa perkara itu pulalah yang

memerintahkan dengan surat penetapan.
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Untuk mengajukan sita jaminan harus ada dugaan yang beralasan, bahwa
seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama
putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau menjual
barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat atas dugaannya
tersebut, maka sita jaminan tidak dilakukan. Barang yang dapat disita secara
conservatoir adalah barang bergerak milik tergugat, barang tetap milik tergugat,
dan barang bergerak milik tergugat yang ada ditangan orang lain.

Tata cara permohonan sita jaminan (conservaroir beslag) dilakukan
dengan cara mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis dalam surat
gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Jika permohonan
sita jaminan disatukan bersama surat gugatan, maka permohonan tersebut
dirumuskan setelah uraian perumusan posita atau dalil gugat, kemudian
permintaan pernyataan sah dan berharga biasanya chajukan pada petitum kedua.
Permohonan sita }ammm 3up bisa dxajukan seeau darl ww pokok

dihilangkan selama proses persi avm&'wtoif ;g, g diatur

dalamPasﬂi&éHIk o

Pennchonin reviidiNS bm dapa dﬁjﬁkan o pennhk barang
bergerak dengan cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis
kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut
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tinggal, agar barang tersebut disita. Jadi yang dapat mengajukan revindicatoir
beslag setiap pemilik barang bergerak yang barangnya dikuasai oleh orang lain.

Oleh karena permohonan revindicatoir beslag pada hakekatnya sudah
menilai pokok perkara, maka permohonan itu diajukan kepada hakim yang
memeriksa perkara yang bersangkutan dan ia pulalah yang memberi perintah
penyitaan dengan surat penetapan. Untuk mengajukan permohonan revindicatoir
beslag tidak perlu ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang
selama belum dijatuhkan putusan, mencari akal akan menggelapkan atau
melarikan barang yang bersangkutan.

Barang bergerak yang disita harus dibiarkan ada pada pihak tersita untuk
disimpannya, atau dapat juga disimpan ditempat yang patut. Akibat hukum dan
sita ini adalah pemohon atau penyita tidak dapat menguasai barang yang telah
disita, sebaiknya pihak tersita dilarang untuk mengasingkannya. Apabila gugatan
pengugat dikabulkan, maka dalam dictum putusan, revindicatoir beslag ini
dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang bersangkutan
diserahkan kepada penggugat, sedangkan kalau gugatan ditolak, maka sita yang
telah dijalankan itu dinyatakan dicabut.

3. Sita Marital
Permohonan sm mlrml dlajukan oleh pihak mn tuhadm barang-barang '

dan berharga apabila dikabulkan. Sita marital tidak berakhlr dengan pmyem:an
atau penjualan barang yang disita. Sita marital tidak diatur dalam HIR, tetapi
diatur dalam Pasal 823 Rv.

2.3.4 Pengertian Upaya Hukum
Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan, bahkan tidak mustahil
bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan
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hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan yang terjadi

dalam putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya
tersedia upaya hukum, yaitu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada
seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim.
Tujuannya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.
Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu
upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah
perlawanan (verzet), banding dan kasasi. Pada asasnya upaya hukum i
menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, apabila putusan tersebut
dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voerraad), maka meskipun diajukan upaya hukum biasa, namun eksekusi akan
berjalan terus. Upaya hukum luar biasa pada asasnya tidak menangguhkan
eksekusi. Termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga
(derdenverzet) dan peninjauan kembali. Berikut ini akan penulis bahas satu-

persatu pengertian dari masing-masing upaya hukum tersebut.

Upaya Hukum Biasa
a. Perlawanan (verzer)

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan di
Mya perlawmanv ;

luar hadimya wgugm (Pml 125 ayat (3)10 29 HIR). Pa

putusan verstek
tidak diperkenankan dilaky |
pihak plhakyangndaklkmbapakmdsMapmakkdu
b. Banding

Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang
merupakan peradilan “ulangan” atau “revisi” dari pumsan Pengadilan Negeri.
Sebagai peradilan ulangan maka Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara
perdata dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan
hukumnya, sehingga peradilan tingkat banding lazim juga disebut Peradilan

Tingkat Kedua atau Judex Facti. Dalam peradilan tingkat banding i yang akan
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diperiksa adalah berkas-berkasnya baik itu berkas perkara berikut salinan resmi
putusan dari Pengadilan Negeri dan bukan pihak-pihak yang berperkara. Akan
tetapi apabila Pengadilan Tinggi membutuhkan keterangan dari para pthak yang
berperkara, maka Pengadilan Tinggi dapat memerintahkan Pengadilan Negeri
untuk meiakukan pemeriksaan pada pihak-pihak yang bersangkutan yang hasilnya
dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Menurut petunjuk Mahkamah Agung RI permohonan banding dalam
perkara perdata dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan
diucapkan atau 14 hari kemudian sejak pemberitahuan putusan apabila salah satu
pihak tidak hadir. Apabila permohonan banding diajukan melebihi tenggang
waktu banding maka panitera Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menolak
permohonan banding tersebut, maksudnya permohonan banding tetap diterima
dan dicatat dengan membuat surat Keterangan panitera bahwa permohonan
banding telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dalam praktek
permohonan tenggang waktu yang melebihi tenggang waktu banding dalam amar
putusan tidak dapat diterima.

Selanjutnya permohonan banding harus dinyatakan dihadwan panitera
Pengadilan Negen' yang menjatuhkan putusan kemudian pembanding

melihat surat-surat serta berkas perkaranya di Pengadilan Negen sesuai Pasal 202
Rbg. Pihak pembanding boleh memasukkan surat keterangan dan bukti-bukti baru
sebagai alasan permohonan banding (memori banding) kepada panitera
Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang bersangkutan, sedangkan

terbanding dapat menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Akan

tetapi pembuatan memori banding tidak merupakan kewajiban. Undang-Undang
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tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan risalah banding. Hal ini berbeda
dengan kasasi.
c. Kasasi

Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan
membetulkan hukum, jika hukum diteutang oleh putusan-putusan hakim pada
tingkat tertinggi. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai
pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain, tetapi tidak
berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga (Prodjodikoro dalam Sutantio dan
Oeripkartawinata, 2002:163). Hal ini dikarenakan dalam tingkat kasasi tidak
dilakukan pemeriksaan kembali perkara tersebut akan tetapi hanya diperiksa
penerapan hukumnya.

Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan
diucapkan atau diberitahukan, dalam hal mana putusan tersebut diucapkan diluar
hadimya salah satu pihak. Permohonan pengajuan kasasi dilakukan dihadapan
panitera Pengadilan Negeri dan pernyataan kasasi dapat diterima apabila pemohon
kasasi telah membayar lunas biaya kasasi yang ditaksir dalam SKUM dan
kemudian dibuatkan akta pernyataan kasasi dan dicatat dalam Register Induk
Perkara Perdata dan Register Kasasi Perkara Perdata. Kemudian akta ini
diberitahukan kapadc lawmya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

' Jcm hams mengajllkm',

kasasi. Pengajuan memori kasasi yang disertai denm alasn-alasan adalah syarat
mutlak.

Mengenai alasan-alasan pengajuan kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 30
ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu karena:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Hal ini berkaitan dengan

kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan. Selain itu pula
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dapat disebutkan bahwa judex facti mengabulkan tuntutan melebihi apa yang
diminta oleh penggugat dalam surat gugatannya.

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Salah menerapkan
hukum dimaksudkan sebagai kesalahan dalam penerapan hukum materiil dan
hukum formil.

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batainya putusan yang
bersangkutan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dapatlah kita ketahui, bahwa
dalam tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi

tentang hukumnya.

Upaya Hukum Luar Biasa
a. Peninjauan Kembali
Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya agar putusan

pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun
Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi mentah kembali
Pada prinsipnya peninjauan kembali tidak menangguhkan cksekusi dan
peninjauan kembali ini harus dlajukan kembali oleh m plhak yang berperkara,
atau ahli warisnya ata s | ’
(Pasal 68 UU No.I4 Tahu

fiajul ek b

Pugadﬂm Negm

Selan;utnya dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadxlan Negen yang
memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan
kembali maka panitera mengirimkan salinan permohonan kepada pihak‘ lawan.
Salah satu alasan peninjauan kembali adalah apabila setelah perkara diputus,
ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara
diperiksa tidak dapat diketemukan.
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b. Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet)

Pada dasarnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang
berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Akan tetapi apabila pihak ketiga hak-
haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan
terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Dalam Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR
serta Pasal 207 dan 208 HIR diatur mengenai perlawanan terhadap sita
eksekutorial, baik yang diajukan oleh yang tersita maupun yang diajukan oleh
pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga terhadap conservatoir beslag dan
revindicatoir beslag tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam prakteknya banyak
perkara perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan yang dilakukan kepada
pengadilan. Dalam memeriksa dan memutus perkara perlawanan ini dilakukan
menurut acara biasa (Pasal 379 Rv), sedang dasar pengajuannya dilakukan dengan
berpedoman kepada pasal-pasal Rv yang mengatur persoalan tersebut.

Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (derdenverzet) karena hak-
haknya merasa dirugikan dengan diletakkannya sita eksekutorial atau sita
jaminan terhadap barang miliknya, padahal ia bukan pihak yang ikut berperkara,
disebut pelawan atau pembantah, sedangkan kepada pihak penggugat semula

disebut terlawan penyita dan bagi tergugat semula disebut terlawan tersita atau
keduanya disebut terbantah. Apabila perlawanannya dikabulkan, maka putusan
vang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv).
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3.1. Alasan Yang Diajukan Pihak Ketiga Untuk Dapat Mengajukan Gugatan
Bantahan Terhadap Conservatoir Beslag Kepada Pengadilan

Dalam Pasal 378 Rv disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum yang
tidak terikat dalam suatu putusan perkara perdata tetapi hak-haknya dirugikan
dengan adanya putusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada
Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Mereka yang
kemudian disebut pihak ketiga ini pada dasarnya bukanlah pihak yang ikut dalam
suatu perkara yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri, tetapi
kepentingan mereka dilanggar atau dirugikan dengan keluarnya putusan tersebut,
sehingga untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya, mereka
mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah merugikan mereka.
Perlawanan ini disebut derdenverzet.

Perlawanan pihak ketiga (dendenverzet) ini diajukan kepada hakim
Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan
menggugat para pihak yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Biasanya para
pihak yang digugat ini adalah pihak penggugat, pihak terguga tﬁm mereka yang :
it digaa (R fW) G Foviistsipd i '
tersebut, Hal ini dilakukan oleb pihak ke
perkara yang telah dwvsm n Pe
dirugikan atas putusan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan dalam fakia pada Bab II bahwa PT Tunas
Kwarta Cipta mengajukan perlawanan berupa gugatan bantahan kepada hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena putusan yang dijatuhkan dalam
N0.224/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel. sangat merugikan perusahaan tersebut. Hal ini
dikarenakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan
permohonan sita jaminan yang diajukan PT. Acme Djakarta Enterprise sebagai
penggugat dalani perkara tersebut atas tanah seluas £63.168 m2 milik In Tong
Djoe sebagai pihak tergugat karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan
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melawan hukum dalam transaksi jual beli tanah dengan pihak Penggugat.
Ternyata tanah yang disita itu sebagian adalah tanah PT. Tunas Kwarta Cipta
seluas +38.444 m2, padahal perusahaan tersebut bukan merupakan pihak yang
ikut berperkara tetapi hanya direkturnya saja (In Tong Djoe) karena perkara
tersebut menyangkut urusan pribadi antara pihak penggugat dan pihak tergugat
dan tidak berhubungan dengan perusahaan. Oleh karena itulah dengan alasan hak-
haknya dirugikan dengan adanya penetapan sita jaminan tersebut, maka PT. Tunas
Kwarta Cipta mengajukan gugatan bantahan kepada hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan yang menjatuhkan putusan tersebut dan menggugat pihak—pihak
yang bersangkutan dengan putusan yang dibantah baik penggugat maupun para
tergugat. Salah satu tuntutan yang diajukan PT. Tunas Kwarta Cipta selaku

Penetapan Sita Jaminan No. 224/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel. sepanjang mengenal
tanah seluas #38.444 m2 bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)
No 1500/Lebak Bulus atas nama PT. Tunas Kwaria Cipta dan memerintahkan

i
|
’ pembantah sebagaimana diuraikan dalam fakta adalah menyatakan batal

untuk mengangkat sita jaminan atas tanah tersebut.
, Dalam persidangan, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
mengadili perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa dalam HIR tidak

diatur tentang m hmahan pihak kanga te:hadm sitn jaminan baik itu

CO”SEM‘@H’

jaminan yang diajukan kepada pengadilan, maka telah cukup alasan bagi hakim
Pengadilan Negeri untuk mengijinkan pihak ketiga mengajukan bantahan terhadap
sita jaminan asalkan mempunyai hak dan kepentingan serta mampu
membuktikannya.
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Kemudian dalam pemeriksaan alat-alat bukti, Pembantah (PT. Tunas
Kwarta Cipta) mampu membuktikan bahwa tanah seluas +38.444 m2 yang ikut
diletakkan dibawah conservatoir beslag merupakan sebagian dari tanah seluas
73 305 m2 milik Pembantah dengan menunjukkan sertifikat tanah dengan status
Hak Guna Bangunan (HGB) dan bukti permohonan HGB tanggal 8 Juni 1988 atas
nama Pembantah. Hal ini diakui oleh Terbantah II s/d Terbantah VI dan hanya
Terbantah 1 (PT. Acme Djakarta Enterprise) yang menyangkalnya. Berdasarkan
Pasal 19 ayat (2-c) Undang-undang Pokok Agraria, sertifikat sebagai tanda bukti
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, alat bukti
sertifikat merupakan alat bukti penting yang tidak boleh dikesampingkan, kecuali
Terbantah I dapat membuktikan sebaliknya bahwa sertifikat tersebut diragukan
kebenarannya. Selain itu, Pembantah juga menyatakan bahwa pembantah bukan
pihak dalam perkara No.224/Pdt.G/1992/PN.Jkt.Sel., sehingga tidak boleh
diletakkan conservatoir beslag terhadap tanah miliknya.

Sementara itu, dari pihak Terbantah I hanya dapat mengajukan bukti-bukti
yang kekuatannya dibawah sertifikat HGB milik Pembantah, vaitu peta lokasi
tanah. tanda bukti pembayaran IPEDA, dan akta dibawah tangan yang
kekuatannya dibawah sertifikat.

Berdamhn buka-buktn tersebut, majehs hakim menyatakan bahwa

; o . G/1992/PN Ikt Sel.. sehmgga

2. Menymkm, mbar |
3. MmyatakanPenMahaddahpmmlﬂcsahmstanahsengkmsehms
+38. 444 m2 yang merupakan bagian dari tanah seluas 73.305 m2, yang
tercantum dalam sertifikat HGB No.1500/Lebak Bulus atas nama Pembantah.

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas tanah sengketa.
5. Memerintahkan mengangkat sita jaminan tersebut.

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uirvoerbaar bij

voorraad).
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7. Menolak bantahan selebihnya.

Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa PT.
Tunas Kwarta Cipta merasa sangat dirugikan karena tanahnya disita oleh
pengadilan, padahal pada saat itu perusahaan ini tidak sedang berperkara dengan
pihak lain. Berdasarkan alasan inilah, maka PT. Tunas Kwarta Cipta mengajukan
bantahan atau perlawznan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.

Pihak ketiga dalam mengajukan perlawanan atau gugatan bantahan kepada
pengadilan negerl yang secara nyata melakukan penyitaan atas harta miliknya,
harus benar-benar dapat membuktikan bahwa barang yang diletakkan di bawah
conservatoir beslag itu adalah miliknya dan ia bukanlah pihak dalam perkara
tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat mengajukan gugatan bantahan terhadap

conservatoir beslag maka pihak ketiga harus memenuhi  syarat-syarat

(Soeparmono, 1997:36):
1. Harus berdasarkan hak milik.
2. Sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi belum
dijalankan.
3. Putusan itu merugikan hak-bak pihak ketiga dan kepmtmya
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bﬂkﬁm Sasangka (hakim

Pengadilan Neeen mecr) asda tuggpl 12 Oktobm'v 2@4" mjadmya penyxtaan

jaminan dapat dikabulkan tanpa maapemmbmgkm "’kemungkman s:ta pmman
itu nantinya akan merugikan pihak lain atau tidak. Oleh karena itu, apabila pihak
lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut tetapi kepentingannya
dirugikan dengan adanya penetapan sita jaminan, maka ia dapat mengajukan
perlawanan atau gugatan bantahan kepada hakim pengadilan negeri yang
menetapkan penyitaan tersebut dengan alasan penyitaan itu merugikannya.
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Menurut Bpk. Hari Sasangka, S.H., ada dua syarat seseorang dapat
mengajukan gugatan bantahan, yaitu:

I. Karena adanya hubungan hukum, yaitu adanya penetapan sita jaminan
terhadap barang miliknya.

2. Karena adanya kepentingan, dimana pihak ketiga ini merasa dirugikan dengan
adanya penetapan sita jaminan yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri
karena barangnya ikut disita.

Oleh karena itu, seseorang yang merasa dirugikan atas suatu putusan yang
dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri yang melakukan penyitaan atas
barangnya, maka ia dapat mengajukan gugatan bantahan kepada hakim
pengadilan negeri tersebut asalkan ia benar-benar dapat membuktikan bahwa
barang yang disita itu adalah miliknya dan ia bukan salah satu pihak dalam
perkara tersebut, sehingga dengan adanya penyitaan itu ia merasa sangat

dirugikan.

3.2. Tatacara Mengajukan Gugatan Bantahan Terhadap Conservatoir
Beslag Kepada Penpdilan
Menurut Pasal 379 Rv, perlawanan pihak ketiga dapat Mukan kepada

conservatoir beslag, berarti pvih‘.k ketiga mmgajukan gugatan bantahan dmgm
cara menarik dan menempatkan Penggugat dan Tergugat semula sebagai pihak

Terbantah (terlawan), dan pihak ketiga itu sendiri sebagai Pembantah (pelawan).
Memperhatikan susunan para pihak dalam upaya perlawanan terhadap

conservatoir beslag, tidak lain merupakan bentuk proses contradictoir, yaitu

sengketa yang bersifat partai. Pada satu pihak, pihak ketiga sebagai Pembantah,
sedangkan pada pihak lain penggugat dan tergugat semula berada pada pihak
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terbantah. Oleh karena proses gugatan bantahan bersifat partai, maka gugatan
bantahan yang diajukan pihak ketiga harus diperiksa dalam persidangan
sebagaimana memeriksa perkara biasa. Segala ketentuan yang berkaitan dengan
cara-cara mengadili dalam sengketa yang bersifat partai, berlaku sepenuhnya
dalam pemeriksaan persidangan gugatan bantahan, mulai dari cara pengajuan
gugatan bantahan, jawab-menjawab, pemeriksaan saksi, dan alat-alat bukti lain
dan seterusnya.

Dalam pengajuan gugatan kepada hakim pengadilan negeri di daerah
hukum tergugat bertempat tinggal atau berdomisili, gugatan dapat diajukan secara
lisan maupun tertulis. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang ingin mengajukan
gugatan bantahan terhadap suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim
pengadilan negeri. Apabila gugatan bantahan diajukan secara lisan, maka gugatan
ini disampaikan orang yang mengajukan gugatan yang disebut Pembantah, kepada
Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan itu dijatuhkan. Kemudian Ketua
Pengadilan Negeri memerintahkan panitera untuk mencatat gugatan bantahan
yang diajukan Pembantah dengan menyebutkan secara jelas syarat-syarat gugatan.

Menurut Pasal 8 Rv, syarat-syarat surat gugatan harus berisikan:

1. Kepala surat, surat gugatan harus ditujukan kepada Ketua Pengadnlan Negeri
didaerah hukum Tergnga:/’l'mbantah berdommh 4
2. Identitas para pﬁwt ymg erperkara, identitas  dan Terbanmhf

sgama, umur, dan
hukum, cukup disebut m’bdm
kantomya.
3. Fundamentum petendi (posita), yaitu dasar atau dalil-dalil yang digunakan
dalam mengajukan gugatan.
4. Petitum (tuntutan), yaitu apa yang dimohon atau dituntut oleh Pembantah
supaya diputuskan oleh pengadilan.
Apabila gugatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri,
biasanya surat gugatan langsung masuk ke bagian perdata. Setelah masuk ke
bagian perdata, oleh bagian ini diserahkan ke ketua panitera untuk dipelajari
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obyek perkaranya, identitas para pihak, posita dan petitumnya, selanjutnya
ditentukan jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh Pembantah.

Setelah diketahui jumlah biaya perkara, panitera memberikan SKUM
(Surat Kuasa Untuk Membayar) berupa kuitansi yang berisikan kop Pengadilan
Negeri, nomor, tanggal, tahun, serta cap/stempel surat gugatan yang didaftarkan,
nama pembayar, banyaknya uang yang harus dibayarkan, serta nama dan tanda
tangan kasir. Bila sudah mendapat SKUM, dibawa ke bagian keuangan dan
dibayar separuh. Sisa pembayaran dibayar oleh pihak yang kalah dalam
persidangan tersebut. Kemudian SKUM ini dibawa ke bagian perkara perdata
untuk mendapat nomor perkara.

Setelah itu berkas perkara diserahkan kembali ke ketua panitera untuk
diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian Ketua Pengadilan Neger
menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Setelah ditunjuk,
majelis hakim mengadakan rapat untuk mempelajari gugatan bantahan yang
diajukan Pembantah dan setelah itu baru ditentukan hari sidang. Setelah hari
sidang ditentukan oleh ketua majelis diserahkan ke tata usaha dan dibuatkan surat
panggilan. Setelah surat panggilan selesai dibuat kemudian diserahkan ke juru sita
untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, baik itu
Pembantah, Terbantah maupun turut. Terbmtdl unmk m@ﬁm pers:dmgan
yang telah dijadwalkan. Proses persidangan juga ti
berbeda dengan prosum

diajukan sebelum putusan . v
kekuatan hukum tetap, atau dsqukm pumsm ‘tersebut ba!zelmu 'nukum mp
namun belum dijalankan oleh pengadilan.

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Memutus
Perkara Nomor 2769 K/Pdt/1995 Tentang Gugatan Bantahan Pihak
Ketiga Yang Tanahnya Ikut Diletakkan Di Bawah Conservatoir Beslag

Pembantah (PT. Tunas Kwarta Cipta) menolak putusan Hakim Pengadilan

Tinggi yang memenangkan banding yang diajukan Terbantah I dan mengajukan
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kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan alasan-alasan yang
diberikan oleh Pembantah sebagai pemohon kasasi, hakim Mahkamah Agung
memutus perkara dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

I. Mengenai keberatan-keberatan dari pemohon kasasi bahwa Judex Facti salah
menerapkan hukum atau melanggar hukum, hal ini dibenarkan oleh hakim
Mahkamah Agung. Judex Facti telah salah mempertimbangkan posisi dari
Termohon kasasi 11, sebab Termohon kasasi I mengajukan gugatan kepada
Termohon kasasi II karena telah melakukan perbuatan melawan hukum
berkaitan dengan transaksi jual beli tanah sengketa dan gugatan itu diajukan
Termohon kasasi I kepada Termohon kasasi 11 secara pribadi, bukan sebagai
wakil (direktur) dari Pembantah (PT. Tunas Kwarta Cipta). Oleh karena itu
hanya harta kekayaan Terbantah II saja yang boleh disita, sedangkan harta
kekayaan Pembantah tidak boleh disita karena bukan pihak dalam perkara
tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 340/Pdt.BTH/1992/PN.
Jkt.Sel. sudah tepat dan benar, karena alat bukii sertifikat yang diajukan
pemohon kasasi menurut pasal 19 ayat (2-¢c) UU No.5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempuma, kewah dapat dﬂauknkan sebﬁﬂmya (aiat hﬂm sertifikat itn

o

DkHBN Soagin sakor Qndh bivschy Hak

Guna Bangunan (HGB) No.1500/Lebak Bulus atas nama pemohon kasasi
serta bukti permohonan HGB tanggal 8 Juni 1988 atas tanah seluas 73.305
@ m2 di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

' Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Mahkamah Agung
membenarkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon kasasi bahwa
Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini.
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Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan
Pengadilan Negen yang telah tepat dan benar sebagai pertimbangan Mahkamah
Agung sendiri.

Pertimbangan yang dimaksud adalah Pertimbangan Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan yang membenarkan bahwa sebagian tanah yang
dibawahnya diletakkan sita jaminan (comnservatoir beslag) seluas +38.444 m2
adalah milik Pembantah dengan alat bukti sertifikat HGB atas nama Pembantah,
dan hal i tidak disangkal oleh Terbantah II s/d Terbantah VI, sedangkan
Terbantah I hanya dapat mengajukan alat-alat bukti yang nilai pembuktiannya
dibawah sertifikat yang mempunyai kekuatan bukti sempuma. Selain itu,
Pembantah bukan pihak dalam perkara No. 224/Pdt.G/1992/PN. Jkt.Sel. karena
yang digugat Terbantah I adalah Terbantah II secara pribadi dan bukan sebagai

wakil dari Pembantah, karena itu harta kekayaan Pembantah tidak boleh disita
oleh penpdﬂaﬁ :

5. Memerintahkan untuk menmgkat sita tersebut.
6. Menolak bantahan selebihnya.
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Kajian Penulis :

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan putusan hakim Mahkamah
Agung diatas, penulis sependapat dengan putusan yang diambil oleh hakim
Mahkamah Agung karena PT. Tunas Kwarta Cipta sebagai Pembantah terbukti
bukan sebagai pihak dalam perkara No.224/Pdt.G/1992/PN Jkt.Sel., tetapi hak-
naknya dirugikan dengan adanya putusan hakim pengadilan negeri tersebut karena
tanah miliknya ikut disita atau diletakkan di bawah conservatoir beslag. Jadi
seharusnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya meneiapkan sita
jaminan atas harta kekayaan milik tergugat saja (In Tong Djoe) dan bukan
menyita harta milik pihak lain yang tidak terkait dengan perkara tersebut. Oleh
karena itu, sudah benar apabila hakim Mahkamah Agung mencabut Penetapan
Sita Jaminan atas tanah milik Pembantah dan mengangkat sita jaminan tersebut
karena Pembantah telah dapat membuktikan bahwa Pembantah adalah pemilik sah
atas sebagian tanah yang disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana
dalam perkara tersebut Pembantah bukan salah satu pihak yang ikut berperkara.

Pada dasamya conservatoir besiag (sita jaminan) diletakkan pada barang
yang disengketakan atau pada harta kekayaan tergugat _uka sengketa yang terjadi
adalah sengketa yang menyangkut hutang plutang Jadi sita jaminan yang

dinyabicaly vidsk S60a0 NG bethiargh Pibigaditen dapat menc
tersebut asalkan pihak ketiga yang mengajukan gugatan bantahan benar-benar
dapat memberikan atau menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa barang yang
disita adalah miliknya dan dengan adanya penyitaan itu hak-hak dan
kepentingannya secara nyata dirugikan.

Uraian perkara diatas dapat dijadikan salah satu contoh nyata bahwa
selama ini para hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan akhir
atau putusan sela masih banyak yang kurang teliti dalam mempelajari perkaranya
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maupun mempelajari dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para
pihak yang bersengketa, sehingga tidak jarang suatu putusan yang diambil malah
merugikan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut. Oleh
karena itu para hakim sebelum memutus suatu perkara. hendaknya terlebih dahulu
mempelajari perkara tersebut secara teliti mulai dan awal terjadinya perkara,
obyek yang diperkarakan, bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara yang terjadi
maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini perlu

dilakukan agar putusan yang diambil oleh majelis hakim benar-benar berdasarkan
pertimbangan hukum yang matang dan adil sehingga dapat diterima oleh para
pihak yang berperkara dan tidak merugikan pihak lain.
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KESIMPULAN DAN’S%RAM} R m
Bioucstl M f‘m St

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan penulis, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan seseorang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan
bantahan selaku pihak ketiga terhadap peletakan conservatoir beslag kepada
pengadilan karena penggugat tidak melaksanakan putusan yang menyatakan
pihak ketiga mempunyai hak atas tanah tersebut.

2. Tatacara mengajukan gugatan bantahan terhadap peletakan conservatoir
beslag kepada pengadilan pada dasarnya sama dengan prosedur acara biasa,
mulai dari prosedur pengajuan gugatan bantahan, proses persidangan sampai
pembacaan putusan yang dijatuhkan hakim. Tatacara pengajuan  gugatan
bantahan terhadap peletakan conservatoir beslag sejak dari masuknya gugatan
bantahan yang diajukan seseorang atau badan hukum sebagai pihak ketiga

| yang merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, dimana gugatan

bantahan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat putusan yang
dilawan itu dmmmmwm berbeda

':magjawab,

3. Pwmbmgm hnlmm

N0.2769 K/Pdt/1995 tentang gugm
ikut diletakkan di bawah conservatoir besiag berdishrkm bukti-bukti yang
diajukan oleh pihak ketiga yang menunjukkan bahwa pihak ketiga tersebut
bukan merupakan pihak yang ikut berperkara serta alat bukti sertifikat yang
mempunyai nilai pembuktian sempurna, sedangkan pihak terbantah
mengajukan bukti-bukti yang nilai pembuktiannya di bawah sertifikat. Oleh
karena itu putusan hakim Mahkamah Agung sudah tepat dan benar dengan
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mengangkat serta menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas
tanah milik pihak ketiga.
4.2 Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :
1). Hakim pengadilan negeri dalam memeriksa perkara perdata yang didalamnya
terdapat permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dari pihak penggugat
hendaknya mempelajari secara teliti isi dari permohonan itu baik mengenai

alasan permohonan serta obyek perkara yang dimohonkan untuk disita

jaminan tersebut supaya apabila permohonan sita jaminan itu dikabulkan,
benda yang disita benar-benar benda yang disengketakan atau barang milik
pihak tergugat dan tidak merugikan pihak lain yang tidak ikut berperkara.

2). Bagi pihak ketiga yang mengajukan perlawanan atau gugatan bantahan kepada
hakim pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan yang dllawan itu,

a2
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